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$uetu pembangunan yang hanya menekankan pada aspek phbik-materiil dan
lepentingalkepentingan ekonomi belaka.

Sejalan dengan paradigma tersebut, Pendidikan Kewaryanegaraan yang

hingga sekarang masih berlabel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

mempunyai misi yang lebih khas. Mah pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk

mewujudkan sikap toleransi, tenggang-rasa, memelihara persafuan dan kesatuan, tidak
memaksakan pendapat dan lainlain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas
nasional sebagai pmsyaml bagi kelangsungan pembangunan. Di balik semua itu,

Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya telah berfungsi sebagai alat penguasa

unfuk melanggengkan kekuasaan. Sosok Pendididikan Kewarganegaraan (Clvic atau
Citizenship) yang demikian memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya

negar+negara berkembang, sesuai dengan laporan penelitan Cogan (1998) yang

dikutip oleh Ace Suryadidan Somardi (2000: 1) yang mengatakan,

Atzenship education h* often rebded ffe rhlercsl of liose in power
in padicular sociefyad fhus has 0een a nafter of indoctination aN

fhe esfablislment of idoo@ical hegemony ratha han of edu@tion.
Berdasar kenyahan tersebul tidak aneh jika kemudian muncul penilaian bahwa mata
pelajaran ini berciiat politis dari pada akademb, lemah landasan keilmuannya, tidak
tampak sosok keilmiahannya dan lainlain. Akibahya lebih lanjut, mata pelajaran ini

kurarq menantang, sehingga kurang diminalioleh siswa.
Kepenlingan politik penguasa terfiadap Pendidikan lGwarganeganan di

lndonesia dapat dirunut dalam sejarah pe*embangan mata pelajaran ini, sejak
munculnya dalam sistem pendidikan nasional. Mata plajaran ini muncul pertama kali
pada bhun 1957 dergan nama Kewarganegarinn, yang isinya sebahs tentang hak
dan keuajiban warya negara, serb cara{ara memperoleh dan kehilangan (stafus)

kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari Dekit Presllen 5 Juli 1959, Menteri PP
dan K mengeluarkan Surat KeputusanNo.1222746 Q1.10 Desember 1959 tentang
pembenfukan panilia penyusunan buku pedoman mengenai keuajiban-kewajiban dan
hak-hak warga negara lndonesia dan hal{al yang menginsyafl<an warga negara
bntang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi lndonesia. Pantia tersebut berhasil
menyusun buku Manusia dan Mxyarakat hru lndonesia pada tahun 1962 yang
menjadi acuan mata pelajanan Civics yang telah muncul pada tahun 1961. Buku
tetsebut berbi tenbng Seiarah Pergerakan Rakyat lndonesia; Pancasila; UUD 1945;
Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; Konperensi Asia-Afrika; Hak dan kewajiban warga
negara; Manifesto Polilik; Laksana Malaikat dan lampiranJampiran Dekrit Presiden,
Pidah Lahimya Panceila, Panca Wardana, dan Delqatiu of Human Rrghfs, serta
pidato-pidato Preskhn lainnya yang dipaked<an dahm Tujuh Bahan Pokok lndoktinasi

fiubapi).
Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mah pelalaran Civics versi

Orde Lama hampir seluruhnya dibuang, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi
dengan tuntutan yang sedang be*embang. Pada Kurikulum 1968, mah pelajaran ini
muncul dengan nama Kewargaan Negara, yang isinya di sampirg Pancasila dan UUD
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1945, adalah Ketetapan-Kebhpan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN-nya,
HAM, seila bebenapa materi yang beraspek sejanah, geografi, dan ekonomi. Sesuai
dengan amanat Ketetapan MPR No. |V/MPFU1973, mata pelajaran ini berubah nama

menjadi Pendidikan Moral Pancasih (PMP) pada Kurikulum 1975. Dengan
ditetapkannya Ketetapan MPR No. ll/MPFU1978 tenbng P4, maka teriadilah
pe*embangan yang cukup subsbntif mengenai materi pelajaran ini, yakni sangat
dominannya materi P4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tentang PMP
oleh Depdikbud (1S2) dinyabkan bahwa hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan

P4 melalui jalur pendidikan brmal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya
Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, dimana PMP telah berubah nama menjadi
PPI$. Dalam perftembangannya yang terakhir, materi P4 secara resmi tidak lagi
dipakai dahm Kwikulum Suplemen '1999, apalagi lGtebpan MPR No. IUMPR/1978
brcebut telah dicabul dengn lGbbpan MPR No. )VIILMPR/1998.

Pada era rebrmsi ini Pendidikan lGwarganegaraan luga sedang dalam
proses refuimci ke arah Pendidikan Kewargarregaraan dengan paradigma baru (New
lndorcsin Civic Eduatiwr). Refomasi itu muhi dari aspek yang mendasar, yaitu
reorientasi visi dan misi, revibllsasi fungsi abu peftman, hingga restrukturisasi isi
kurikulum dan mabri pembelajaran. Seiring dengan ihr, dalam sistem pendidikan
nasional juga sedang disosialbasikan pembaharuan kurikulum dengan konsep yang

disebut Kurikulum Bebasis lGmpebnsi (@mpterc Basd Cuniculun) atau
disingkat KBK. Penerapan konsep baru ini bnfu saja dimaksudkan sebagai bagian dari
retuimasi pendidikan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Pendidikan
Kewaryarcgaraan dalam implemenhsinya tenlu saia harus disesuaikan dengan model
KBK

Pendidikan Kemqanogaraan Paradigm Baru
Reformasi yang mulai bergulir pada '1998 merupakan upaya penataan kembali

kehidupan berbangsa dan bemegara menuju kehidupan yang lebih baik. Jika dahm
perjalanannya selama lima hhun ini rebrmasi belum ncnunjuKan perubahan atau
perbaikan yarq berarli, hal itu disebabkan oleh berbagai taltor. Peftama, aspek-aspek
kehidupan yang perlu direbrmasi sedemikian luas, menyeluruh, atau total. Reformasi
total berarti p€nalaan kembali itu menyangkut segala aspek kehidupan, baik politik,
ekonomi, soaial-budaya, hankam, pendidikan dan lain-lain. Kedua kondisi warga
negara itu sendfu'i kurang siap melaksanakan rebrmasi. Kekurangsiapan ifu bukan
semah+nab disebabkan perubahan peran yang mendadak, dari kebiasaan sebagai
'objelC kemudian menjadi "sub!ek' dalam kehidupan bemegara, akan tetapi lebih
disebabkan oleh kemampuan warga negara yang pada umumnya kurang memadai.
Oleh sebab itu hal yang sangat esensial dalam reformasi adalah pemberdayaan warga
negam yang hakikahya hampir idenlik dengan demokratisasi.

Talanan masyarakat yang iebih irremberdayakan warga dan menekankan
peran serh warga disebut masyarakat madani, masyarakat warga, atau masyarakat
sipil (civil socrbfy). Secan etirnologis memang ada kaitan makna aniara kala madani
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(bahasa Arab yang berarli warga koh abu ryarya yang bendab), oly (kota), o02en
(warga negara), civb (kewarganegaraan), avrl (beradab, tahu adat), dan civilization
(peradaban). Dalam perkembangan bahasanya kemudian dikenal istilah civlfued
society (masyarakat beradab) sebagai lawan kab savage socrbfy (masyarakat bi6dab).

Kaitan makna antara "warga kota'dan "warga yang beradab- berasal dari pengertian

tentang "kota' yang bukan saja sebagai wilayah yang padat penduduk, tetapi juga

merupakan pusat peradaban. Tatanan masyarakat sipil tersebut bercirikan

kemandirian, kebebasan, percamaan, kesukarelaan, keswadayaan, serta kepafuhan

terhadap hukum, norma, atau aturan main yang disepakati. Print (1999:12-13)

menyatakan bahwa masyarakat madani dapat dipandang sebagai ahivitas di luar
pemerintah yang melibatkan partisipasi individu-individu unrga dalam memperhhankan
perdamaian dan produhivitas di dalam masyarakatnya. Di sini ditekankan mosiasi
secara suka rela dari individu-individu waqa yang membangun kepercayaan dan kerja

sama, yang hal ini menjadi modal sosial guna memungkinkan masyarakat berfungsi
secara efektif di luar tekanan pemerintah. Pendapat yang lebih populis memandang
masyarakat madani sebagai konsep peradaban. Dalam masyarakat yang demikian,

nkyat dapat hidup dalam kondbi yang damai dan beradab. Tujuannya adalah pesona
yang menawan tentang kualitas hidup, dimana seliap individu saling baik di antan
sesamanya.

Upaya pemberdayaan warga negana adalah upaya pembangunan sumber
daya manusia, sehingga cara yang paling sfategis adalah melalui pmses pendidikan.

Unfuk ifulah, paradigma pendidikan yang sehansnya dianut pada era reformasi adalah
"pendidikan untuk pemberdayaan.' Dalam sistem pendidikan nasional, tanpa
mengesampingkan mata pelajaran yarg lain, mata pelajaran Pendidikan
Kewargaregaraan tentu saja harus lebih mampu berfungsi secara efektif dalam
pemberdayaan warga negara, sebab objek mabdal mah pelajaran ini terutama adalah
mengenai hak dan kewaliban warga negara. Dari sinilah perlu dirumuskan visi, misi,
dan peran Pendidikan lGwargangenaan baru. Pendidikan Keuarganegaraan dengan
paradigma lama jelas tidak dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan warga
negara, bahkan sebaliknya jusfu dapat meniadikan warga negara semakin tidak
berdaya.

Pendidikan Kewarganegaraan pandigma baru berorientasi pada terbenfuknya
masyarakat sipil (crw7 socbly), dengan membedayakan warga negam melalui proses
pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan
negam yang demokratis. Print et al (1999: 25) mengemukakan, civic education is
necnsaly for lhe building ard oomoldaton of a denocntc s6le|. lnilah visi
Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh guru, siswa, dan masyaraka(
pada umumnya. Kedudukan warga negara yang ditempad€n pada posisi yang lemah
dan pasif, seperti pada masamasa yang lalu, harus dirubah pada posbi yang kuat dan
partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis
semestinya tidak bersiht top down, melainkan lebih bersiht boltan up. Untuk ifulah
dipedukan pemahaman yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di
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katangan warga negan, yang hal ini dapat dikembangkan melaiui Pendidikan
Kewarganeganan.

Secara klasik sering dikemukakan bahwa fujuan Pendidikan Kewarganegaraan

di lndonesia adalah unfuk membenfuk warga negara yang baik (a good citizen). Akan
tetapi pengerlian karga negara yang baik" itu pada masaqras yang lalu lebih

diarlikan sesuai dergan bbir penguira. Pada masa Orde Lama, wa€a negam.yang
baik adalah lrarga negara yang befiiua'revolusioner," anli imperialime, kolonialisme,

dan neo kolonialbme. Pada masa Orde Baru, warga negam yang baik adalah warga

negara yang Pancasilais, manusia pembangunan dan sebagainya. Sejalan dengan visi

Pendidikan Kewarganegaraan pamdigma baru, misi mata pehjaran ini adalah
meningkad<an kompetensi sisrm agar mampu menjadi warga negam yang berpenan

serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Agar siswa
memiliki kompetensi seperli ilu diperlukan seperangkat pengetahuan dan kebampilan,

serh wahk yang mendukung pengembargan kemampuan brsebut. Sehubungan
dengan hal itu, Ace Suryadi dan Somardi (2000: 5) mengemukakan bahwa PendkJikan

Kewargareganaan membkuskan pada tiga komponen pengembangan, yaifu (1) cMc
laowHge, (2) crwb skl//s, dan (3) crvrb dhposffondrads. lnilah pengertian "warga

negara yang baiK yang diharapkan oleh Pendidkan Kewarganegaraan panadigma

baru.

Pendidikan Kewarganegaraan pamdigma baru dlfuntut mereviblisasi diri agar
mampu melaksanakan misi, sesuai dengan visinya ifu. Hingga saat ini, mata pelajaran

tersebutseakan tidak memiliki vihlibs, tidak berdaya, dan lidak dapal bertungsi secan
baik dalam meningkat<an kompetensi kewarganegaraan. Para guru mata pelajaran ini

tidak jarang bingung dengan protusinya serdid, karena tidak mantapnya arah, tujuan,
dan isi mata pelajaran. Meskipun mab pelajaran ini sering'dianggap penting', akan
tetapi di mata siswa sangat mungkin dianggap sesuatu yang tidak berarti dan menjadi
kebutuhan mereka. Dalam sebuah angket terhadap sisua-siswa SMU di Surabaya
(2@3), dari 42 siswa di suatu kelas, bmyata hanya dua orang sbwa yang menyatakan
berminat pada mab pelajaran ini. Mungkin dapat diilusfasikan, mab pelajanan ini

seakan "kurang PeDe', karena kebemdaannya yang tidak begifu penting dimata sisw?.
Restukfurisasi isi/materi merupakan bagian penting abu bahkan umumnya

dianggap terpenling dalam suatu pembaharuan kurikulum. Pengaruh model subpcl
natter cunicufum sangat kual dalam pandangan guru, sisua, dan masyarakat pada

umumnya, sebab materi pelajaran merupakan komponen yarg paling kongkrit dalam
kurikulum. Materi pelajaran yang umumnya bersumber dari ilmu pengelahun ifulah
yang secan nyata diwarisi, diaiarkan, dipelajad, dan diujikan dalam program
pembelajaran. Model inijuga berpengaruh kuat pada Kurikulum '1994 dan sebelumnya,
sehingga sampai sekarang masih populer istilah-istilah "pencapaian target materi",
"daya serap", 'kekurangan waktu" akibat overlod materi. Untuk kasus PPKn dapat
sebaliknya, seorang guru dapat saja "kehabisan bahan", tafl(ala harus menyajit,:r
materi apa yang dikembangkan dari topiUpokok bahasan Kepatuhan, Ketaata,;,
Kebanggaan, Kedisiplinan, Kasih-sayang dan lain-lain.
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Berkaitan dengan isi Pendidikan lGmrganegaraan, Print (1999: 11)

mengemukakan tenbng adanya keragaman pemahaman sebagai berikut:
For sonp, civic eduation tls lhe sfudy of govemnent, consfttufions,

inslilufbng tp rule of law and trc rights aN responsibilities citizens For
ofhers, civfcs is calld citizen$ip ediucrrtion emphavses processes of of
deneuacy rctive citizen palicipation and the engagennnt of people in civil
sooiety. Fw nany, the study of civic eduation inclu&s leamings related to

the insb'tttlions aad sysfems inwlvd in govemnent, political heritage,

denocnth prooesses, rights and rcspottsibftlles of citizens, publb

dninistdion and judicial systems.

Hugh Ban dalam ftint (1999: 53) mengemukakan lentang sebagian isi mata

pelajaran di Austalia dan USA. Nations like Australia aN United &ates of Aneica
reagnise the wftural plurality of heir populations by reprevnting them as cultural
mosaics. Semenhra itu Byong Sun Kwak dalam Print (1999: 99) mengemukakan

bntang kasus lGrea sebagai berikut :

ln frre m6-1980s, tp lbrean political *udwe bosened and becane
crlnsi&nbS npre denrcratic, concluding a bng histwy of struggle which

dates barJ< b f\orcan idependenre in 1948. Tbe lbrean situation is unique,

however, in tlnt ftrc auntry had to contend wiilr its oum Confucian traditions,

which hvurs sbordinalion b autrorily.

Berdasa*an hasil studi di berb4ai negana, Print (1999: 12) berpendapat isi

Pendidikan Kewarganegaman yang prinsipial adalah :

1. Hak dan hnggung jawab warga negara

2. Pemerintah dan Lembagalembaga
3. Selaran dan Konslitusi
4. ldentitas nasional
5. Sistem Hukum dan Rule oflaw
6. HAM, ha-hak politik, ekonomi, dan sosial
7. Proses dan prinsippdnsip demokrmi
8. Parlisipasi aklifwarga negara dalam wacana kewarganeganan
9. Wawasanlntemasional
10. Nilai-nilai dad kararyaneganan yang demokratis

Sementara ifu, Waterwotr {1998: 3) mengemukakan tentang butir-butir
C;onept of Qitizenship dan warga negara yang baik, yaifu :

1. menghargaiwarisan budaya masyarakahya
2. menggunakan hak pilih

3. menghrwnali hukum dan norma-norma masyarakat
4. memahami berbagai proses poltik dan ekonomi
5. menggunakan hak berbicara
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6. memberikan sumbangn bagi kebaikan keluarga dan maryarakat
7. peduliterhadaplingkunganlokalnya

Sedangkan Abdul Azis Wahab (2000: 5) mengemukakan sepuluh pilar
demokrasi lndonesia yang harus menjadi prinsip ubma pengembangan pendidikan

lGwaryanegaraan, yaifu:
1. Konstitusionalisrp
2. lGimanan dan kebquaan briadap Tuhan Yang Maha ffuasa
3. Kewarganegamancerdas
4. Kedaulatan rakyat
5. Kekuasaan hukum
6. HAM
7. Pembagian kekuasaan
8. Sistem peradilan yang bebm
9. Pemerinhhan Daerah
10. lcseJahbraan soshldan keadihn sosial

Dalam penataannya di dalam sfrukfur kurikulum, Belinda Charles dalam print
(1999: 13$135), merekornendasikan bi Pendftlikan lGurarganegaraan dapat dihta
dalam liga model, yaifu Formal Qnicuhtn, hrW Cunfuxlun, dan Hidden
Cuniluhtm. Dengan model fornal cun*rulun, implemenbsi pembelajararnya dapat
menembus berbagai mab pelajaran (cross+unk;ufun). oengan n(f,el inbrmal
cunbulun dapat diimplemenhskan dalam kegbbn-kegiahn ebta kurikula, seperli
kgOalduan, klub*lub remaja, PMR, kegiabn rckeai, dan olah raga. Model ini jushu
efektif dalam pembentukan kankter remaja. Dengan model hiddar cuniculun, sagtr
misalnya etika, dapat dikembangkan dalam tingkah laku sehai-hai. Te*ail dengan
model yang terakhir ini, Ilre Study of Qvic Awam:rls ad Attudes ol Secodary
Scltoo/ Pupils (CW, 1995) dalam rekospndasinya menekankan penlingnya etos
sekolah dalam memelihara perlimbangan moral dan pengejaran nilai-nihi ipidtual.
Unfuk kasus lndonesia, tadisi yang sudah berlangsurB lami dalam sisbm penOiOifan
nasional, Pendidikan Kewarganegaraan ncrupakan baghn dari formal cunb,ulun dan
isinya disusun dalam suafu mab pelajaran yang berOiri sendiri (separate sublecf
c-unbulun), bukan cross cunbulun, a reM cwricultm (conbhnya lpA dan lpS di
SD dan SLTP), atau integra@ cunhulum. Hal ini hendakryi tebp di-perbhankan, tidak
saja karena pola ini sudah berlangsung lama dan mapan, ikan btapijuga sudah diikuti
dengan kelembagaan yang kual, misalnya adanya program studi di LCTK, banyaknya
sarjana dengan spesiallsasi bidang sfudi ini, berkembangnya lembaga srlaOaya
masyarakat yang menaruh perhalian terhadap bidang inidan lain-lain. Dalam hal matiri
pembelajaran, memang masih ada yang fumpanS lindih dengan beberapa mata
pelajaran yang lain, dan hal ini tidak hanya bliaOi Oatam mah ietalaran pendidikan
Kewarganegaraan. Persoalan ini perlu- did6bgkan bensann, namun demikian
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sesungguhnya bisa saja biberapa mata pelajaran memiliki objek maleri yang sama,
asalkan objek formal (linjauannya) berbeda.

Berdasarkan uraian di muka diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya
cakupan materi dan penataan Pendidikan lGwarganegaraan dalam kurikulum. Halini
bukanlah sesuafu yang harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada dasamya adalah
suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaran ini tidak
sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. lndonesia sendiri
mempunyai pengalaman mengenai berubah-ubahnya isi materi pelajaran ini, seiring
dengan pergantian rezim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari
sekian banyak mata pelajaran, tidak ada mata pelajaran yang perubahan materinya
'sedinamis" mab pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun demikian,
Pendidikan Kewargaaan paradigma baru dalam resfukfurisasi isi kurikulum harus
mendasarkan pada sbndar kelayakan materi yang bersifat universal, yang core atau
intinya rclevan dan tidak bertenbngan dengan sistem demokrasi.

Sebagai wujud tanggung jawab akademis, sebuah tim Program Studi PpKn
FIS Universitas Negeri Yogyakarta telah mencoba menyusun draf sbukfur isi mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (2000) dan telah disumbangkan kepada
berbagai kalangan secan terbatas, yang melipuli :

1. Manusia sebagai znn polilikon

2. Nilai, Norma, dan Moral
3. Norma+oma dalam masyarakat
4. Bangsadan Negara
5. l(onstitusi
6. Lembag+lembagaplilik
7. lGwaganeganaan
8. Modelmodelsistempolitik
9. Sistem politik demokrasi Pancmila
10. Rule of Law dan Peradilan Bebas
11. lndonesia dalam hubungan inbmasional
12. lmplementasi Pancasila sebagai dasar negaftl

Kudkulum Berbasb Kompetensi
Reformasi perdidikan telah mengagendakan pelaksanaan kurikulum baru di

tingkat pendidikan dasar dan rnenengah yang disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBl$ atau Conpetence &ced Cuniculum. Secara harfiah, kompetensi (competence)
berarli kemampuan atau kecakapan. Dalam terminologi kurikulum, kemampuan di sini
dalam pengertian yang luas dan komprehensip, meliputi kemampuan pengetahuan,
kebnmpilan, sikap dan lain-lain. Pendek kata, konsep kurikulum ini menginginkan agar
siswa setelah rengikuti pembelajaran tidak hanya menguasi sejumlah pengetahuan,
akan tetapi juga mampu melakukan sesuatu berdasar pengetahuannya itu. McAshan
(1981:45) menyatakan bahwa kompetensi adalah :
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tte knowbdge, ski,h, and aUnies u capabilities thd a person rchieyes,
which become of hE or hu being to the erteil he or she can satisfactorily
peiorn paiiculu cognilive, afiqlive, and psyclnmotor behavrbrs.

Sementara itu sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2002: 40), lGy mengemukakan
bahwa Pendidikan Berbasis Kompetensi adalah 'an apprc i to in*udion aN that
aims to teach eech $tdent tlto basic knowledge, skill, attifudes, aN vafues ewntial to
comptene'.

KBK akan mengganlikan kurikulum yang berlaku selama ini, yakni Kurikulum
1994 beserta Kurikulum Suplemen '1999. Perubahan yarg paling mendasar dalam
kurikulum baru tersebut adalah ditehpkannya sejumlah kompebnsi yang harus dimiliki
oleh sisua setelah mengikuli sualu program pembelajaran. Dalam rumusan Kurikulum

1994, kemampuan sisua yang ingin dicapai dari suafu mata pelaiaran dirumuskan
dalam tujuan kurikuler, yang dikembangkan nenjadi sejumlah fujuan instruksional abu
fujuan pembelajann. Perbedaannya, pada kurikulum lama, h{uan unsfuksional yang

ingin dicapai lebih didominasi oleh kemampuan menguasai sejumlah pengehhuan
(kognitif), sedangkan pada kurikulum baru itu kompetensiyang harus dimiliki oleh siswa
lebih komprehensip, baik kemampun kognilif, aftktif, maupun psikomotor. Di sini perlu

dikemukakan, sebagaimana dikabkan oleh Mulyasa (?f/ll2: 241, dalam pendidkan
dikenal adanya dua jenis shndar, yaifu sbndar akdenik (xadenic content standars)

dan standar kompetersi (pefiornarce sfadards).
Ada beberapa ide, konsep, abu prinsipprinsip yang brkandung dalam KBK,

beberapa dianhranya sesungguhnya bukan sesuafu yang baru. lde, konsep, alau
prinsipprinsip brsebut adalah:
Pertana, KBK berorienbsi pada sbndar kompebnsi, lidak berorientasi pada shndar
akademk, apalagi yang bersifat kognitif semala. Sesungguhnya taksonomi Bloom
tentang ranah kognilif, abktif, dan psikomotor yang ingin dikembangkan pada disri
siswa sudah lama dikenal dalam dunia pendklikan. Namun demikian, dalam KBK
berbagai aspek kemampuan itu dapat lebih diaplikasikan sebagai kecakapan hidup,
agar siswa mampu menghadapi berbagai percoalan hitlup secara mandiri. Selalan
dengan orienbsi itu, kecakapan hidup (ffe skilfl yang dikembangkan tidat academic
sk/l semata, melainkan merrcakup personal d<ill, hinking skill, social skill, g1&mic
sk4 dan vocdional skill. Hal ini sejalan dengan empat pilar pendidikan sbn<a1 _ _
Unesco ('1994), bahwa suatu pembelajaran hendaknya memberi pengalaman belaiar 

-

yang bermakna bagi siswa, mencakup learilng to know (belajar lahul, leaming to do
(belajar untuk rnelakukan), /eamirg to live togetlrcr (belajar hidup dalam kebenamaan),
dan leaming lo be (belajar unfuk menjadi dirinya sendiri). Untuk menghasilkan
kompetensi tersebut tenfu harus ditempuh dengan strategi dan metode pembelajaran
yang memadai, yang lebih menekankan parlisipasi aktif siswa dalam pembelajaran.

Kedua, KBK sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan
otonomi. Pengembangan kurikulum tidak lagi bersifat senhalistik, akan tetapi
desenfalbik, dengan memberikan otonomi pengembangan kepada daaah, sekolah,
atau bahkan guru. Pemerintah pusat sebatas menetapkan standar kompetensi
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n6ional, sedangkan silabus silabus diserahkan kepada daerah, sekolah, abu guru.
Dalam pengembangan materi pembelaiaran, guru memiliki otonomi dalam memilih dan
mengembangkan materi yang relevan dan mendukung pencapaian kompetensi.

Demikian pula halnya dengan sumber bahan, guru dan siswa dapat mencapai berbagai
sumber bahan yang relevan dan tidak semata-mah dari buku teks, apalagi buku-buku
paket semata. Lebihlebih dengan beftembangnya model pembelajaran kontekstual
atau Contextual Teaching and Leaming (CILJ, pembelajaran dikaitkan dengan kontek,
baik kontek sosial maupun alam, sehingga lingkungan soshl dan alam dapat menjadi
sumber belajar. Siht demokralis juga dikembangkan dalam prooes pembelajaran,

dengan mengembangkan partisipasi aktif siswa, dialogis dan sebagainya.
Ketiga, KBK bersifat humanistik, terutama dalam menyikapi siswa sebagai

subjek dan bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, idealnya
bercifat individualisasi, dengan menghormati individu-individu siswa untuk belajar
sesuai dengan cara dan kemampuan masing-masing. Konsekuensinya diperlukan
pelayanan yang fleksibel, akibat perbedaan kemampuan, kecepahn wakfu dan
sebagainya, antara masing-masing sisua. Di sini juga berlaku konsep belajar funtas
(nastery leaming), yang menyatakan bahwa semua sisrva dapat berhasil dalam
pembelajaran, meskipun dalam wakU yang lidak sama dan bahkan bdapat sebagian
siswa yang memerlukan remidi (perbaikan).

Diberlakukannya KBK sesungguhnya merupakan rebrmasi pendidikan yang
sangat mendasar dan komprehenip, karena persoalannya menyangkut hal-hal yang
prinsipial, seperti tenhng hakikat tujuan dan hasil belajar, serh implementasi paham
demoknasi dalam pembelajaran. Demokatismi, desenbalisasi, dan otonomi kepada
sekolah dan utamanya guru memang harus diberlakukan. Model kurikulum yang
senbalistik sebagaimana yang sudah lama berlangsung dalam sistem pendidikan di
lndonesia harus ditinggalkan. Berbagai masahh dalam dunia pendHikan, khususnya
rendahnya kualitas lulusan, lidak bisa dilepaskan dari pengaruh kurikulum yang
senfalistik ifu. Dalam model kurikulum yang demikhn, guru lebih berfungsi sebagai

'insfumen" kurikulum, yang terbiasa bekerja dengan berbagai petunjuk, juklak, juknis
dan lainlain. Dalam hubungan ini, berangkatdari kasus Pendidikan Kewarganegaraan
di Korea, Byong Sun Kwak dalam Print (1 999: I 03) mengemukakan sebagai berikut :

The centalisd sydem of cunicufum dissenination alsrl impact negatively
on teachers and their professbn. After all, the quality of teaching depnds
directly on feachel's ahility to make autonomous decsrons rcgading
teaching nateials. However, the centrafrsed wnbulun syslem harnpers
the ahiw of teachers to voluntaily choose aN create thei own nateials.

Keberfiasilan KBK tentu memerlukan dukungan berbagai komponen, terutama
guru{uru yang profesional, kreatif, inovatT, olonom, memiliki kesetiaan kepada profesi
dan lain-lain. Di ramping hktor sumber daya manusia, juga diperlukan budaya belajar
yang lebih partisipatif, sarana yang memadai, dan al /ast but nof leasf adalah
kesejahteraan yang layak bagiguru.
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lmpbnentasi Pendklikan Kemqaneganan dahm KBK
lmplementasi Pendidikan Kewaqanegaraan paradigma baru ke dalam KBK

rnrupakan dua projek besar yang dikefiakan dalam secara bersamasama dan

sekaligus brinbgrasi. Pendidikan lGwarganegaran paradigma baru itu sendiri

nerupakan projek besar, yang bukan hanya memperbaiki atau menyempumakan,

melainkan membongkar tobl 'sefuah bangunan', mulai dari fundamen, seperti visi dan

misi, hingga slruktur dan konsbuksinya. Sementara ifu KBK juga sebuah projek besar
yang melibau<an semua mah pehjaran, akan btapi pada umumnya tidak sampai pada

perubahan sfukfu r isinya.

Sejalan dengan ide, korsep, abu prinsippdnsip yang brkandung dalam KBK,

implemenbsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam KBK menyangkut hal-hal sebagai

bedkut:
furtana, berkaitan dengan odenbsinya pada kompebnsi dan kecakapan hidup. Dalam

wacana Pendidikan Kewarganeganan paradigma baru sedarB disoeislismikan konsep
pengembangan kewaqanegaraan, seb4aimana dikemukakar oleh Ace Suryadi dan

Somardi pada uraian sebelumnya, yang melipuli {11 civic knwledge (pengetahuan

kewaqanegaraanl, el civb sloTl (kecakapan keuaqanegaaan), dan (3) civrc

disWslturvtalt (wahUperilaku tindakan kararyanegaraan). Sementara itu, civic skill
itu meliputi (a) intelbctnd skil/ (kcakapan intelektual), du (bl pailicipnt skill
(kecakapan bepanisipasi). Konsep paqembangan semacam inijuga ditetapkan dalam
Sbndar Nasional mata pelajaran Civic di USA (Naltual Sladatut Civic and
Govemment) (Sumardi dkk, 1999: 1). Pengembangan korpebnsi sbwa semacam itu
dapat dicontohkan dalam pembelajaran lentang demokrasi. Kompetensi sbwa yang

dimiliki anbna lain melipuli (1) kemampuan menielrekan kebakan sistem demokrmi,
(2) kemampuan menyampaikan kdtik brhadap kebijakan pemerinbh, (3) kemampuan
menunjukkan skap demokralis dahm perbedaan pendapat.

Dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya sesungguhnya telah ditekankan
pentingnya pengembangan aspek abktif (perasaan, sikap) dalam Pendidikan
lGunqanegaraan, akan bbpi lidak mudah dalam pengukuran dan penilaiaannya.

Bahkan untuk merumuskan tujuan insfuksional khusus (Tl$ sala sering teriebak pada

norma yarg kaku, bahwa TIK dalam rumusan benfuk pedlakunya (behavrbr) harus
menggunakan kah keda operasional (yarg dapat diukur), seperti kala menyebutkan,

menjelaskan, membandingkan dan sebagainya. Akibahya rumlsan TIK dan demikian
pula hasil belajamya banyak yang beniht kognitif abu bahkan verbalistik. Pencapaian
kompetensi atau pengembangan kemampuan pardigma baru semacam ifu memang
memerlukan model pembelajaran yang ebktif sebagimana telah diuraikan, yang

dilaksanakan dengan tekun dan konsisbn.
Kedua berkaitan dengan sernqat demokratisasi, desenfalisasi, dan

otonomi, Pendidikan Keuarganeganaan paradigma baru seharusnya menjadi pelopor

dalam pembelajaftn yang dilandasi semangat tercebut, mengingat inli dari mata
pelajaran ini adalah sistem demokrasi. Seorang guru Pendidikxt Kewarganegaraan
hendaknya lebih otonom, krealif, dan remiliki keberanian untuk menggunakan berbagi
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issu aktual tentang politik, hukum, persoahn global, Pemerintahan lGbupaten, nilai-
nilai lokal dan lain-lain sebagai mabri pembelajaran. Sumbemyapun dapat berasal
diambil dari berita surat kabar, siaran TV dan sebagainya.

Pendllikan lGuarganegaftnn pada masa yang lalu, baik ketika bemama Civic,
PMP, maupun PFKn dalam banyak hal sudah usang dan harus ditinggalkan, Mata
pelajaran yang seharusnya mengajaftan demokrmi ini justu lidak demokalis.
Kurikulumnya sangat senbalistik, isinya sangat keht, seakan-akan suatu dogma yang
tidak bisa dipedebat<an, dan hanya dianggap benar apabila sesuai dengan bhir
penguasa. Sumber bahannyapun sangat terbalas, tetutama buku-buku pakel
sedangkan model pembelajaranya cenderung indoktinatif

Kefiga, penyikapan terhadap siswa sebagai sublek dan bukan objek dalam
pembelajalan merupakan suatu keharusan dalam Pendidikan KewarganEaraan.
lnbraksi dalam pembelajaran yang humanbtik dan demokratis justu dapat diiadikan
bentuk latihan hidup bedemokasi. Hal ini seslngguhnya lidak sulit dilakukan, akan
tetapi kendalanya leruhma pada kulfur pembelajaran yang terlanjur tidak demokntis.
Kecuali pada sekolah-sekolah brtenfu, terlihat suasana pembelajaran yang monolog
dan bukar dialog, aksi (guru)dan bukan inbraksiguru-murid atau sesama murid.

Sifat indMdualisasi dalam pembelajamn pendidikan Kewarganegaraan
idealnya dapat dilakukan, mengingat mata pelajaran ini menekankan pembentukan
wabk atau kepribadian. Model evaluasinya juga freksibel, tidak semata-mata
menggunakan tes, yang umumnya bersifat kognilif dan menghasilkan hasil pengukuran
yang berciht kuantitatif semab. Evaluasi dengan teknik non hs, misalnya pengamatan
dan rvawancara, jika dilakukan jusfu akan menghasilkan penilaian yang akurit. Hasil
penilaiannya lebih besiht kualihtif, bpi jika diperlukan, juga dapat dikuatitatiftan,
Evaluasi model porbfolio atas hasil-hasil kertas kerja atau laponan siswa secara
kelompok juga sedang menjadi wacana yang hangat dibicarakan dalam pendidikan
Kewargarreganaan.
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